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BUPATI TORAJA UTARA 
PROVINSISULAWESISELATAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA 

NOMOR '2J..TAHVN 2021 

PERVBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN TORAJA VTARA TAHUN ANGGARAN 2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATJ TORAJA UTARA, 

Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umurn Anggaran 
Pendapatan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan 
antara jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk 
pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan Tahun Anggran 2021; 
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bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 17 Tahun 2020 tentang Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggran 2021. 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 
tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Peroiehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah 
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3988); 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Koiusi 
dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3861) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 
137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266); 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional [Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
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8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi 
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 4874); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentng Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
nomor 5340); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 110, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5155); 



15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 

16. Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 137, Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165}; 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6041}; 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tantang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178}; 

20. Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6279): 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Repoblik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian 
Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelompokan Keuangan Daerah serta 
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1067); 

24. Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6323); 
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25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor ); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Toraja Utara Nomor 3); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Toraja Utara Nomor 61); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020 
Nomor 10); 

29. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 44 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2021 (Betita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020 
Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 26 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 44 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 
2020 Nomor 26). 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DAERAH TENTANG RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2021. 
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Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Toraja Utara Tahun 2021 Nomor 10) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semulah berjumlah Rpl.152.600.576. 
bertambah sejumlah Rpl.056.052.583.379,61 sehingga menjadi Rp96.547.992.734,39 dengan rincian 
berikut: 
1. Pendapatan 

a. Semula 
b. Bertambah/(berkurang) 

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan 
2. Belanja 

a. Semula 
b. Bertambah/(berkurang) 
Jumlah Belanja setelah Perubahan 

SURPLUS / DEFISIT 
3. Pembiayaan Daerah: 

a. Penerimaan Pembiayaan 
1) Semula 
2) Bertambah/ (berkurang) 

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan 

Rpl.152.600.576.114,00 
(Rp96.547 .992. 734.39) 

Rpl.056.052.583.379,61 

Rpl.152.350.576.114,00 
(Rp84.164.505.547,75) 

Rpl.068.186.070.566,25 
Rp12.133.487.186,64 

Rp3.500.000.000,00 
Rpl 1.847.487 .186,64 
RplS.347.487.186,64 
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b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah 
Pembiayaan Netto 

Sisa Lebih Pembiayaan 
Anggaran Tahun Berkenaan 

Pasal 2 

(. p 

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari: 
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp57.732.296.542,61; 
b. Pendapatan Transfer sejurnlah Rp902.593.089.664; dan 
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp95. 727 .197 .173. 

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri darijenis pendapatan: 
a. Pajak Daerah sejumlah Rp28.001.978.400,00; 
b. Retribusi Daerah sejumlah RplS.308.568.605,61; 
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp4.687.251.155,00; dan 
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah Rp6.734.498.382,00. 

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb terdiri darijenis pendapatan: 
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sejumlah Rp853.882.465.550,00; 
b. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah sejumlah Rp48.710.624.114,00; dan 

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (. huruf c terdiri dari 
pendapatan: 
a. Pendapatan Hibah lainnya Rp32.031.500.000,00; 
b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan perundang-Undangan Rp63.695.697.173,00. 
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Pasal 3 
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hurufb terdiri dari: 

a. Belanja Operasi sejumlah Rp727.744.468.047,92; 
b. Belanja Modal sejumlah RplS0.138.414.361,33; 
c. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp252.910.000,00; 
d. Belanja Transfer sejumlah Rpl90.050.278.157,00. 

(2) Belanja Operasi Terdiri dari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp374.999.805.371,25; 
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp343.445.200.366,67; 
c. Belanja Hibah sejumlah RpS.145.352.310,00; 
d. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rpl.154.110. 

jenis belanja: 

(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb terdiri darijenis belanja: 
a. Belanja Modal Tanah sejumlah Rp99.264.000,00; 
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sejumlah Rp28.244.335.010,00; dan 
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sejumlah Rp43.464.281.340,00; 
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sejumlah Rp75.107.075.356,33; 
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sejumlah Rp3.223.458.655,00. 

(4) Belanja Tidak Terduga 
a. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp252.910.000,00. 

(5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf d terdiri dari belanja: 
1. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp2.630.587.557,00; dan 
2. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp187.419.690.600,00. 
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Pasal 4 

( _ ) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari: 
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah sejumlah RplS.347.487.186,64; dan 
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah sejumlah Rp3.214.000.000,00. 

(2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari 
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) RplS.347.487.186,64; 
b. Pencairan Dana cadangan sejumlah Rp.0,00; 
c. Hasil penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah 
d. Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat sejumlah 
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp0,00; 
f. Penerimaan Piutang Daerah Rp0,00; dan 
g. Kegiatan Lanjutan Rp0,00. 

(3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 
a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp0,00; 
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Rp3.214.000.000,00; 
c. Pembayaran Utang Pemerintah Daerah ke Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sejumlah Rp0,00; 
d. Penyetoran Kembali Rp0,00; 
e. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp0,00; dan 
f. Utang Biaya Lanjutan Rp0,00. 

Pasal 5 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum 
dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari: 
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Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan 
Belanja dan Pembiayaan; 
Ringkasan Perubahan APED menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 
Ringkasan Perubahan APED menurut Urusan Pemerintahan Daerah program, kegiatan dan 
sub kegiatan, akun, kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 
Rincian APED menurut Urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan beserta 
basil dan sub kegiatan beserta keluaran; 
Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan 
Daerah dan Fungsi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Negara; 
Sinkronisasi program RPJMD dengan ringkasan APED; 
Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan dan perjabatan; 
Daftar Piutang Daerah; 
Daftar Penyertaan Modal Daerah dan lnvestasi Daerah lainnya; 
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset tetap; 
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lain-lain; 
Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan 
kembali dalam TA yang direncanakan; 

Lampiran XIII Daftar Dana Cadangan; 
Lampiran XIV Daftar Pinjaman Daerah. 

Pasal 6 
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai 
landasan operasional pelaksanaan APBD. 

Lampiran 

2. Lampiran II 
3. Lampiran III 

4. LampiranIV 

Lampiran V 

6. Lampiran VI 
7. Lampiran VII 
8. Lampiran VIII 
9. Lampiran IX 
10. LampiranX 
11. LampiranXI 
12. Lampiran XII 
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Pasal 7 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara. 

, \�, 21 

ANIS BASSANG 

RED 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2021 NOMOR a:» 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA, PROVINS! SULAWESI SELATAN NOMOR {; . .\-\K. 

Diundangkan di Rantepao 
pada tanggal :2-'l. O�\'IVJ ff' '2.l)1,I 

ERTARIS DAERAH 
K/U�vl'i'ATEN TORAJA UTARA, 

( 

• ! 


